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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Umum Tentang Pengawasan 

Pengertian pengawasan yaitu salah satu fungsi managemen untuk menjamin agar pelaksanaan kerja berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan dalam perencanaan. Dengan pengawasan dapat diketahui sampai mana penyimpangan, penyalahgunaan, kebocoran, pemborosan, penyelewengan, dan lain-lain kendala di masa yang akan datang. Jadi keseluruhan dari pengawasan adalah kegiatan membandingkan apa yang sedang atau sudah dikerjakan dengan apa yang direncanakan sebelumnya, karena itu perlu kriteria, norma, standar dan ukuran tentang hasil yang ingin dicapai. Setelah diketahui terjadi penyimpangan bisa dapat diambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan atau pemerintahan telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan perusahaan atau pemerintahan.

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan. Bahkan, melalui pengawasan tercipta suatu aktifitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauh mana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan. 

Pengawasan juga dapat mendeteksi sejauh mana kebijakan pimpinan dijalankan dan sampai sejauh mana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut. Konsep pengawasan demikian sebenarnya menunjukan pengawasan merupakan bagian dari fungsi manajemen, dimana pengawasan dianggap sebagai bentuk pemeriksaan atau pengontrolan dari pihak yang lebih atas kepada pihak di bawahnya.

Dalam ilmu manajemen, pengawasan ditempatkan sebagai tahapan terakhir dari fungsi manajemen. Dari segi manajerial pengawasan mengandung makna suatu usaha agar suatu pekerjaan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan, dan dengan adanya pengawasan dapat memperkecil timbulnya hambatan, sedangkan hambatan yang telah terjadi dapat segera diketahui yang kemudian dapat dilakukan tindakan perbaikannya. Sementara dari segi hukum administrasi negara, pengawasan dimaknai sebagai “proses kegiatan yang membandingkan apa yang dijalankan, dilaksanakan, atau diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, direncanakan, atau diperintahkan”.
Pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kegiatan yang sebenarnya mengenai pelaskanaan dan menilai kenyataan apakah sesuai dengan semestinya atau tidak. Sedangkan istilah pengawasan dalam bahasa Inggris, disebut “Controlling” diterjemahkan dengan istilah pengawasan dan pengendalian, sehingga istilah controlling ini lebih luas artinya daripada pengawasan. Dikalangan para ahli telah disamakan pengertian “controlling” ini dengan pengawasan, jadi pengawasan termasuk pengendalian. Ada juga yang tidak setuju disamakannya makna istilah “controlling” ini dengan pengawasan karena controlling pengertiannya lebih luas daripada pengawasan. Dikatakan bahwa pengawasan adalah semua aktivitas yang berhubungan dengan penentuan atau evaluasi mengenai apa yang telah dicapai, sampai seberapa jauh pelaksanaan sesuai dengan rencana dan kebijaksanaan pimpinan. Penyimpangan dalam pelaksanaan perlu diketahui agar jika perlu diadakan tindakan koreksi.

Moekijat menyebutkan bahwa pengaws mempunyai peranan yang penting dalam manajemen kepegawaian. Pengawasan mempunyai hubungan yang terdekat dengan pegawai-pegawai perseorangan secara langsung dan baik buruknya pegawai  bekerja sebagian besar akan tergantung kepada betapa efektifnya bergaul dengan mereka.

HS. Hadibroto dan Oemar Witarsa mengatakan fungsi pengawasan mempunyai tugas menentukan antara lain apakah ada penyimpangan dalam pelaksanaan. Menentukan adanya penyimpangan perlu diketahui dulu pada tahap perencanaan norma-norma ataupun ukuran-ukuran yang menjadi dasar hasil pelaksanaannnya.

Kemudian dalam kata pengawasan ada istilah yang disebut dengan pemeriksaan dimana pemeriksaan ini diartikan oleh Soejamto sebagai berikut : “Pemeriksaan adalah suatu cara atau bentuk kritik pengawasan yang dilakukan dengan jalan mengamati, menyelidiki atau mempelajari pekerjaan akan segala dokumen dan keterangan-keterangan lainnya yang bersangkutan dengan pelaksanaan pekerjaan tersebut akan menerangkan hasilnya dalam Berita Acara Pemeriksaan”.

Menurut Sule Erni Trisnawati dan Kurniawan Saefullah mendefinisikan bahwa: ”Pengawasan sebagai proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambialan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut”.

Menurut Panglaykin dan Hazil, pengawasan adalah kegiatan yang meliputi aspek-aspek mengawasi, penelitian, apakah yang dicapai itu sesuai dan sejalan dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan lengkap dengan perencanaan/kebijaksanaan, program dan lain sebagainya. Dengan demikian dapat diambil suatu pengertian bahwa pengawasan merupakan jaminan atau penjagaan supaya dapat diperoleh hasil yang sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Berdasarkan pendapat ahli di atas dapat disimpulkan bahwa:

Pelaksanaan pengawasan itu menitikberatkan kepada pekerjaan-pekerjaan yang sedang berjalan;

Pengawasan tersebut adalah suatu proses pengamatan untuk mencapai sasaran tugas dengan baik dan bukan untuk mencari kesalahan seseorang yaitu tidak mengutamakan mencapai siapa yang salah;

Apabila ditemukan kesalahan, penyimpangan dan hambatan supaya diteliti apa penyebabnya dan mengusahakan cara memperbaikinya;

Pengawasan itu merupakan proses yang berlanjut, yang dilaksanakan terus-menerus, sehinga dapat diperoleh hasil pengawasan yang berkesinambungan; dan

Hakekat pengawasan adalah mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan, pemborosan, penyelewengan, hambatan, kesalahan, kegagalan dalam pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas-tugas organisasi. Pengawasan adalah proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang dilakukan berjalan sesuai rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Hasil pengawasan ini harus dapat menunjukan sampai dimana terdapat terdapat kecocokan dan ketidakcocokan dan menemukan penyebab ketidakcocokan yang muncul. Dalam konteks membangun manajemen pemerintahan public yang bercirikan good governance (tata kelola pemerintahan yang baik), pengawasan merupakan aspek penting untuk menjaga fungsi pemerintahan berjalan sebagaimana mestinya.

Dalam konteks ini, pengawasan menjadi sama pentingnya dengan penerapan good governance itu sendiri. Dalam kaitanya dengan akuntabilitas publik, pengawasan merupakan salah satu cara untuk membangun dan menjaga legitimasi wrga masyarakat terhadap kinerja pemerintahan dengan menciptakan suatu sistem pengawasan yang efektif, baik pengawasan intern maupun pengawasan ekstern.

Tinjauan Umum Tentang Kapal Asing
Pengertian kapal asing dalam Pasal 1 Angka 39 UU Nomor 17 Tahun 2008, kapal asing adalah kapal yang berbendera selain bendera Indonesia. Dalam hal kegiatan lepas pantai Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mempersilahkan kapal asing beroperasi di Indonesia. Izin penggunaan kapal asing hanya diberikan untuk jangka waktu paling lama satu tahun.
 Pemberian izin penggunaan kapal lepas pantai diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 200 Tahun 2005. Izin penggunaan kapal asing diberikan setelah memenuhi syarat sebagai  berikut :

Rencana kerja yang dilengkapi dengan jadwal dan wilahyah kerja kegiatan yang ditandai dengan koordinat geografis.

Memiliki charter party antara perusahaan angkutan nasional dengan pemilik kapal asing dan kontrak kerja dari pemberi kerja.

Copy surat izin usaha perusahaan angkutan laut yang telah dilegalisir.

Copy sertifikat tanda kebangsaan/pendaftaran kapal.

Copy sertifikat keamanan kapal.

Copy sertifikat klasifikasi kapal.

Copy serifikat manajemen keselamatan

Telah melakukan minimum 1 kaliupaya pengadaan kapal offshore
Berbendera Indonesia yang dibuktikan dengan pengumuman lelang atau bukti lelang,

Khusus untuk kondisi darurat dan mendesak, bukti pelelangan tidak diperlukandalam permohonan izin penggunaan kapal asing.

Pengawasan Kapal Asing

Pengawasan terhadap kapal asing diatur dalam Udang-Undang Nomor 17 Tahun 2008. Guna penyempurnaan pedoman pemeriksaan kelaiklautan dan keamanan kapal, Kementerian Perhubungan memperketat pengawasan dan pemeriksaan terhadap kapal asing yang berlayar ke Indonesia. Untuk itu, Direktur Jendral Perhubungan Laut Kemenhub menerbitkan Peraturan Dirjen Hubla Nomor HK.103/1/9/DJPL-18 tertanggal 13 maret 2018 tentang Pelaksanaan Pemeriksaan Kelaiklautan dan keamanan kapal asing.

Pemeriksaan tersebut dilaksanakan oleh pejabat pemeriksaan kelaiklautan dan keamanan kapal asing atau Port State Control Office (PSCO).  Port State Contro (PSC) adalah badan pengawasan negara pelabuhan (port state) yang dilakukan oleh pemerintah negara pelabuhan untuk menegakkan ketentuan-ketentuan konvensi yang berlaku di bidang keselamatan pelayaran dan perlindungan lingkungan laut serta perlindungan dan kondisi kerja awak kapal di laut. PSC mempunyai kewenangan untuk memeriksa kapal-kapal asing yang masuk ke wilayah negara pelabuhan (port state) tersebut dan yang menjadi bagian pemeriksaan oleh PSC adalah kondisi kapal, peralatan, pengawakan dan  pengoperasian kapal, apakah memenuhi peraturan/konvensi internasional atau tidak.

Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut nomor : AL.60/01/03-99 memahami bahwa Port State Control adalah pemeriksaan atas kapal asing dan atau kapal-kapal berbendera Indonesia yang melakukan pelayaran Internasional dengan ukuran dan persyaratan tertentu sesuai Konvensi Internasional dan konvensi-konvensi yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia di bidang keselamatan pelayaran dan perlindungan laut serta peningkatan kehidupan dan kondisi kerja awak kapal dilaut.

Port State Control (PSC) merupakan pengawasan negara terhadap kelaiklautan dan keamanan kapal asing yang masuk pelabuhan. PSC yang dilaksanakan oleh Syahbandar bertujuan memastikan pemenuhan persyaratan sesuai dengan konvensi Internasional. Setiap kapal asing yang melakukan pelayaran di perairan Indonesia wajib mengikuti prosedur pemeriksaan kapal guna dapat melanjutkan pelayaran yang sebelumnya dilakukan. 

Kapal yang dinyatakan laik laut dapat melakukan pelayaran dengan destination atau tujuan ke pelabuhan khusus yang di sediakan pemerintah, yaitu pelabuhan khusus pelayaran samudera. Apabila suatu kapal dinyatakan tidak layak dalam melakukan pelayaran maka kapal tersebut diharuskan untuk memperbaiki setiap sistem atau perlengkapan kapal yang dinyatakan rusak atau tidak laik laut guna untuk melaksanakan fungsi keselamatan dan keamanan dalam pelayaran.

Perairan Indonesia.
Perairan laut dapat didefinisikan sebagai bagian bumi yang tertutup air dengan salinitas (kadar garam) tinggi. Perairan laut meliputi laut, teluk, selat, dan samudera. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia karena memiliki luas laut dan jumlah pulau yang besar. Panjang pantai Indonesia mencapai 95.181 km dan luas wilayah perairan lautnya sebesar 5,8 juta km2. Potensi tersebut menempatkan Indonesia sebagai negara yang dikaruniai sumber daya perairan laut yang besar termasuk kekayaan keanekaragaman hayati dan nonhayati laut terbesar.
 

Berdasarkan Hukum Laut Internasional atau The United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) yang telah disepakati oleh PBB tahun 1982 dan diratifikasi oleh Indonesia dengan UU No.17/1985, maka wilayah perairan laut Indonesia terdiri atas 6 jenis rezim yakni: 

Laut Teritorial (Territorial Sea) 

Laut teritorial adalah bagian laut selebar 12 mil laut diukur dari garis dasar kepulauan ke arah laut. Garis dasar kepulauan adalah garis yang menghubungkan titik-titik terluar dari pulau-pulau terluar, dengan catatan bahwa dalam garis dasar tersebut sudah termasuk pulau-pulau utama yang mempunyai rasio antara daerah air dan daerah daratan, termasuk atoll, adalah antara 1 : 1 atau 9 : 1 (Pasal 47, ayat 1 UNCLOS 1982). Panjang garis dasar tersebut tidak melebihi 100 mil laut, kecuali sampai 3% dari jumlah garis dasar yang menutup kepulauan boleh melebihi panjang tersebut sampai maksimum 125 mil laut (Pasal 47, ayat 2 UNCLOS 1982). 

Pada wilayah laut teritorial, negara mempunyai kedaulatan penuh, kecuali hak lintas damai bagi kapal-kapal niaga dan kapal-kapal perang asing (Pasal 17 UNCLOS 1982). Semua kapal asing yang menikmati lintasan melalui laut teritorial suatu negara wajib mematuhi semua peraturan dan undang-undang dari negara terkait dan juga peraturan-peraturan internasional yang terkait dengan pencegahan tabrakan di laut (Pasal 21 UNCLOS 1982). 

Pada wilayah laut teritorial: 

Negara memiliki kedaulatan penuh atas wilayah laut teritorial, ruang udara di atasnya, dasar laut dan tanah di bawahnya, serta segenap sumber kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. 

Negara membuat peraturan mengenai lintas laut damai yang berkaitan dengan keselamatan pelayaran dan pengaturan lalu lintas, perlindungan serta fasilitas navigasi, kabel laut, konservasi sumber daya alam, pencegahan pelanggaran perikanan, pengurangan dan pengendalian pencemaran, penelitian ilmiah kelautan, dan pencegahan pelanggaran peraturan cukai, fiskal, imigrasi dan kesehatan. 

Namun demikian, sesuai dengan ketentuan internasional, kedaulatan atas laut teritorial, tidaklah berarti memonopoli pelayaran bagi negara tersebut dalam memanfaatkan laut sebagai sarana transportasi.

Perairan Kepulauan (Archipelagic Waters) 
Perairan kepulauan adalah perairan yang ada dalam wilayah negara kepulauan (antara pulau-pulau), disebut juga perairan nusantara. Perairan kepulauan dibatasi oleh garis dasar perairan pedalaman. Perairan kepulauan adalah satu kesatuan wilayah kedaulatan negara bersama ruang udara di atasnya, atas tanah serta di bawah tanah.

Perairan Pedalaman (Internal Waters) 

Perairan pedalaman adalah perairan yang ditutup oleh garis dasar penutup teluk, muara, pelabuhan, dan garis-garis dasar yang menutup lekukan di pantai sampai 100 mil laut dan maksimum 125 mil laut. Dengan kata lain, perairan pedalaman adalah bagian dari laut yang berada ke arah daratan dari garis dasar kepulauan. 

Zona Tambahan (Contiguous Zone) 
Zona tambahan adalah bagian laut selebar 12 mil laut, ditambah pada laut teritorial, sehingga kalau dihitung dari garis dasar laut teritorial berjarak 24 mil laut. Dalam zona tambahan ini negara mempunyai kewenangan tertentu, yang terkait dengan Pasal 33 UNCLOS (1982), yakni: 

Pencegahan pelanggaraan keimigrasian, bea cukai, fiskal, dan karantina hewan dan tanaman. 

Menindak pelaku pelanggaran terhadap peraturan tersebut di atas. 

Zona Ekonomi Eksklusif (Exclusive Economic Zone) 

Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) adalah bagian laut selebar 200 mil laut diukur dari garis dasar laut teritorial. Zona ini dititipkan kepada semua negara pantai, negara kepulauan dan negara-negara pulau, sebagai warisan umat manusia. Zona ini bukan wilayah kedaulatan dari negara yang secara efektif adalah selebar 188 mil laut, karena yang 12 mil laut adalah laut teritorial dari negara. Setiap negara oleh UNCLOS diberi amanat sebagai berikut. 

Mempunyai hak berdaulat (sovereign rights) untuk tujuan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber daya hayati dan nonhayati dari perairan di atas dasar laut, dan di dasar laut serta tanah di bawahnya, serta kegiatan-kegiatan terkait dengan eksplorasi dan eksploitasi ekonomis dari zona, seperti produksi energi dari air laut, arus dan angin. 

Mempunyai jurisdiksi yang relevan dengan ketentuan konvensi yang terkait dengan: (i) pembangunan dan penggunaan pulau buatan, instalasi dan struktur, (ii) riset ilmiah kelautan, dan (iii) perlindungan dan pencagaran dari lingkungan laut. 

Hak-hak dan kewajiban lain yang ditetapkan oleh konvensi. 

Landas Kontinen (Continental Shelf) 
UNCLOS 1982, mengubah secara signifikan kriteria dalam menetapkan batas luar (outer limit), sebagaimana ditetapkan dalam Konvensi Geneva 1958. Landas kontinen adalah dasar laut dan tanah di bawah dasar laut di luar laut teritorial dan merupakan kelanjutan (prolongation) dari wilayah daratan sampai tepi luar dari batas kontinen (the outer edge of the continental margin). Dalam UNCLOS 1982 ada 2 pertimbangan skenario dalam menentukan batas luar landas kontinen: 

Skenario pertama: lebar dari zona landas kontinen dibatasi sampai jarak 200 mil laut dari garis dasar di mana batas teritorial diukur. Ini terjadi jika tepi luar landas kontinen tidak melewati jarak tersebut (Pasal 76 UNCLOS). Ini disebut klaim minimum. 

Skenario kedua: tepi luar dari landas kontinen melewati 200 mil laut dari garis dasar di mana batas laut teritorial diukur. Dalam hal ini, negara pantai dapat menetapkan batas yang lebih besar dari 200 mil, tetapi tidak melebihi 350 mil laut atau tidak melebihi 100 mil laut dari garis kedalaman (isobath) 2.500 meter. Untuk memenuhi skenario kedua ini hendaknya diperhatikan ketentuan konvensi pasal 76, ayat 4 sampai dengan 10.

Berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat 1 Konvensi Hukum Laut 1982, suatu Negara Kepulauan dapat menarik garis pangkal lurus kepulauan yang menghubungkan titik-titik terluar dari pulau-pulau dan karang kering terluar dari Negara Kepulauan tersebut. Kedaulatan suatu Negara Kepulauan meliputi juga perairan yang ditutup oleh atau terletak di sebelah dalam dari suatu garis pangkal lurus kepulauan, yang disebut sebagai perairan kepulauan. 

Menurut Pasal 49 Konvensi Hukum Laut 1982 kedaulatan Negara Kepulauan ini meliputi juga ruang udara di atasnya, dasar laut dan tanah dibawahnya, beserta sumber daya alam laut yang terkandung didalamnya. Berbeda dengan perairan pedalaman, meskipun sama-sama terletak disebelah dalam dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur, kedaulatan suatu negara kepulauan di diperairan kepulauannya dibatasi dengan kewajiban untuk memberikan akomodasi bagi pelayaran internasional dalam bentuk hak lintas damai dan hak lintas alur kepulauan.

Kewajiban-kewajiban lainnya yang dibebankan kepada suatu negara kepulauan menurut Pasal 51 Konvensi adalah kewajiban untuk menghormati persetujuan-persetujuan internasional yang telah dibuat dengan negara-negara lain dan menghormati hak-hak perikanan tradisional dan kegiatan-kegiatan lain yang sah dari negara tetangga yang langsung berdekatan di bagian-bagian tertentu dari perairan kepulauan. Negara Kepulauan juga diwajibkan untuk menghormati pipa dan kabel-kabel yang telah diletakkan oleh Negara-negara lain.

Ketentuan pertama mengenai hak lintas damai ini adalah Pasal 17 Konvensi Hukum Laut 1982 yang memberikan hak kepada semua negara, baik negara pantai maupun negara tak berpantai, menikmati hak lintas damai melalui laut teritorial. Selanjutnya, Pasal 18 ayat 1 Konvensi menerangkan pengertian lintas sebagai pelayaran melalui laut teritorial untuk keperluan:
Melintasi laut tersebut tanpa memasuki perairan pedalaman atau singgah di tempat berlabuh di tengah laut atau fasilitas pelabuhan di luar perairan pedalaman.

Berlalalu ke atau dari perairan pedalaman atau singgah di tempat berlabuh di tengah laut atau fasilitas pelabuhan tersebut.

Dalam ayat 2 ditegaskan bahwa lintas damai sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 di atas harus terus menerus, langsung serta secepat mungkin, mencakup berhenti atau buang jangkar sepanjang hal tersebut berkaitan dengan pelayaran normal, atau perlu dilakukan karena keadaan memaksa, mengalami kesulitan, memberi pertolongan kepada orang, kapal atau pesawat udara yang dalam bahaya atau kesulitan.

Dari uraian di atas terlihat bahwa hak lintas damai merupakan 6 pemberian hak kepada kapal asing untuk melintasi wilayah laut yang berada dalam yurisdiksi suatu negara dengan pembatasan-pembatasan tertentu. Pembatasan-pembatasan tersebut ditetapkan secara tegas dalam Pasal 19 Konvensi dengan memberikan pengertian tentang hak lintas damai. 

Pasal 52 ayat 1 Konvensi Hukum Laut 1982 memberikan hak kepada kapal semua negara menikmati hak lintas damai melalui perairan kepulauan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Bab 2 seksi 3 Konvensi tentng hak lintas damai di laut teritorial. Atas dasar itu, ketentuan-ketentuan seperti Pasal-pasal 18, 19, 20, 21, 22 dan 23 Konvensi Hukum Laut 1982 berlaku untuk kapal asing sewaktu melakukan lintas damai melalui perairan kepulauan. Menurut ayat 2 Pasal 52, pelaksanaan hak lintas damai di perairan kepulauan ini harus memperhatikan Pasal 53 mengenai hak lintas alur-alur laut kepulauan dan Pasal 50 yang berkenaan dengan penetapan batas perairan pedalaman.

Sebagaimana halnya dengan ketentuan Pasal 25 Konvensi ayat 3 Konvensi, ayat 2 Pasal 52 memberikan hak perlindungan kepada negara kepulauan untuk menangguhkan sementara lintas damai kapal asing dalam perairan kepulauannya di dalam keadaan dan syarat-syarat tertentu :

Tindakan itu tidak boleh bersifat membedakan antara kapal-kapal negara asing yang satu dengan yang lainnya. 

Penangguhan itu bersifat terbatas, baik mengenai waktu (sementara) maupun tempat. Tindakan yang dimaksudkan ketentuan ini merupakan penangguhan hak lintas damai kapal asing oleh negara kepulauan di bagian tertentu dari perairan kepulauan.

Tindakan penangguhan itu diperlukan untuk melindungi kepentingan keamanannya.

Tindakan penangguhan tersebut berlaku hanya setelah dilakukan pengumuman.

Menurut Pasal 53 ayat 1 Konvensi Hukum Laut 1982, suatu Negara kepulauan boleh menetapkan alur-alur laut kepulauan dan rute-rute udara di atas alur-alur laut kepulauan tersebut, yang digunakan untuk lintasan kapal dan pesawat udara asing yang secepat mungkin dan terus menerus melalui atau di atas alur-alur laut kepuluan tersebut dan laut teritorial yang berdekatan. Ayat 2 memberikan hak kepada semua kapal dan pesawat udara asing menikmati hak lintas alur-alur kepulauan dalam alur-alur laut dan rute-rute udara diatasnya. Ketentuan ayat 3 memuat batasan mengenai pengertian lintas alur-alur kepulauan, yaitu pelaksanaan hak pelayaran dan penerbangan sesuai dengan ketentuan Konvensi dalam cara normal semata-mata untuk melakukan lintasan yang terus-menerus, secepat mungkin dan tidak terhalang yang terletak antara satu bagian laut lepas atau zona ekonomi eksklusif dengan bagian lain laut lepas atau zona ekonomi eksklusif.

Melihat uraian di atas, maka dapatlah dikemukakan bahwa lintas alur-alur kepulauan memiliki beberapa unsur, yaitu :

Lintasan tidak hanya lintas pelayaran, tetapi meliputi pula lintas penerbangan. 

Lintas pelayaran dan lintas penerbangan tersebut hanya dimaksudkan untuk lintasan yang terus menerus, langsung dan secepat mungkin dan tidak terhalang. 

Lintasan harus dilakukan antara bagian laut lepas atau ZEE dengan bagian lain laut lepas atau ZEE.

Pengertian hak lintas alur kepulauan ini memiliki kesamaan dengan pengertian hak lintas transit di selat yang digunakan untuk pelayaran internasional sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 38 ayat 2 Konvensi Hukum Laut 1982. Menurut ketentuan pasal ini lintas transit diartikan sebagai pelaksanaan dari kebebasan pelayaran dan penerbangan semata-mata untuk tujuan transit yang terus menerus, langsung dan secepat mungkin pada selat yang digunakan untuk pelayaran internasional yang terletak antara satu bagian laut lepas atau zona ekonomi ekslusif dengan bagian lain dari laut lepas atau zona ekonomi eksklusif. Untuk dapat disebut lintas transit faktor utama yang menentukan adalah kedudukan selat yang menghubungkan bagian laut lepas atau zona ekonomi eksklusif dengan bagian lain laut lepas atau zona ekonomi ekslusif lainnya.

Dari uraian di atas tampak adanya persamaan antara kedua hak lintas ini, yaitu :

Hak-hak lintas tersebut tidak hanya meliputi hak lintas perlayaran, tetapi juga mencakup hak lintas penerbangan. 

Lintasan tersebut menghubungkan antara bagian laut lepas atau zone ekonomi ekslusif dengan bagian laut lepas atau zona ekonomi ekslusif lain. 

Perbedaan antara kedua hak lintas tersebut adalah hak lintas alur kepulauan merupakan hak pelayaran, sedangkan hak lintas transit merupakan pelaksanaan kebebasan berlayar.

Keterkaitan antara rezim hukum negara kepulauan dan rejim selat yang digunakan untuk pelayaran internasional ditemukan dalam Pasal 54 Konvensi Hukum Laut 1982. Ketentuan pasal ini menyatakan bahwa Pasal-pasal 39, 40, 42 dan 42 Konvensi diberlakukan mutatis mutandis untuk lintas alur-alur laut kepulauan. Pasal- pasal 53 dan 54 jo Pasal 39 Konvensi memuat pelbagai kewajiban kapal dan pesawat udara asing dalam melakukan hak lintas alur kepulauan di perairan kepulauan, yaitu sebagai berikut :

Kapal dan pesawat udara harus :

Lewat dengan cepat melalui atau di atas alur kepuluan

Menghindarkan diri dari ancaman atau penggunaan kekerasan apapun terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah atau kemerdekaan politik negara yang berbatasan dengan selat, atau dengan cara lain apapun yang melanggar asas-asas hukum internasional yang tercantum dalam Piagam PBB.

Menghindarkan diri dari kegiatan apapun selain lintas secara terus menerus langsung dan secepat mungkin dengan cara yang normal kecuali diperlukan karena ada force majeure atau karena kesulitan.

Kapal dan pesawat udara tidak boleh menyimpang lebih dari 25 mil laut ke dua sisi garis sumbu  dengan ketentuan bahwa kapal dan pesawat udara tidak boleh berlayar atau terbang dekat ke pantai kurang dari 10 % jarak antara ttik-titik terdekat pada pulau-pulau yang berbatasan dengan alur laut yang ditetapkan (Pasal 53)

Kapal yang melalukan hak lintas alur kepulauan harus :

Mematuhi aturan hukum internaional yang diterima secara umum, prosedur dan praktek tentang keselamatan di laut termasuk peraturan internasional tentang pencegahan tubrukan di laut.

Mematuhi peraturan internasional yang diterima secara umum, prosedur dan praktek tentang pencegahan pengurangan dan pengendalian pencemaran yang berasal dari kapal.

Bagi pesawat udara :

Mentaati peraturan udara yang ditetapkan oleh ICAO sepanjang berlaku bagi pesawat udara sipil, pesawat udara pemerintah biasanya memenuhi tindakan keselamatan penerbangan sebagaimana mestinya

Setiap waktu memantau frekuensi radio yang ditunjuk oleh Air Trafic Cotroller yang berwenangh yang ditetapkan secara internasional atau oleh frekuensi radio darurat internasional yang tepat.

Konvensi Hukum Laut 1982 dalam Pasal 54 jo Pasal 40 melarang kapal-kapal asing, termasuk kapal survei hidrografik dan kapal penelitian ilmiah kelautan sewaktu melakukan lintas alur-alur laur kepulauan melakukan kegiatan penelitian atau survei tanpa seizin dari negara kepulauan. Sedangkan wewenang dan hak negara kepulauan di perairan kepulauan sebagaimana di tetapkan oleh Konvensi meliputi :

 Menetapkan peraturan keselamatan pelayaran dengan menetapkan alur laut dan skema pemisah lalulintas (Pasal 53 ayat 1 dan 6)

Apabila keadaan menghendaki setelah diadakan pengumuman sebagaimana mestinya dapat mengganti alur laut dan skema pemisah yang telah ditentukan dengan alur laut dan skema pemisah lain dengan mengajukan usul kepada IMO agar dapat diterima (Pasal 53 ayat 7 dan 9).

Hak dan wewenang negara kepulauan di perairan kepulauan menurut Pasal-pasal 53 dan 54 jo Pasal 42 ayat 1 Konvensi Hukum Laut 1982 adalah:

Menetapkan peraturan keselamatan pelayaran dan pengaturan lalu lintas di laut sebagaimana ditentukan oleh Pasal 41;

Menetapak alur-aluir laut dan skema pemisah lalu lintas

Menetapkan peraturan tentang pencegahan, pengurangan dan pengendalian pencemaran dengan melaksanakan peraturan internasional yang berlaku tentang pembuangan minyak , limbah minyak dan bahan beracun lainnya;

Menetapkan peraturan yang bertalian dengan kapal penengkap ikan, pencegahan penangkapan ikan, termasuk cara penyimpanan alat penangkap ikan;

Menetapkan peraturan yang bertalian dengan bongkar muat setiap komoditi, mata uang atau orang yang bertentangan dengan peraturan bea cukai, fiskal, imigrasi atau saniter;

Menetapkan peraturan keselamatan pelayaran dengan menetapkan alur laut dan skema pemisah lalulintas (Pasal 53 ayat 1 dan 6)

Apabila keadaan menghendaki setelah diadakan pengumuman sebagaimana mestinya dapat mengganti alur laut dan skema pemisah yang telah ditentukan dengan alur laut dan skema pemisah lain dengan mengajukan usul kepada IMO agar dapat diterima. (Pasal 53 ayat 7 dan 9).

Kewajiban negara kepulauan menurut Pasal 54 jo Pasal 44 Konvensi Hukum Laut 1982 adalah :

Tidak boleh menghambat pelaksanaan hak lintas transit; 

Harus mengumumkan setiap ada bahaya bagi keselamatan pelayaran; (c) tidak boleh menagguhkan atas pelaksanaan hak lintas transit

Uraian mengenai pasal-pasal terpenting dari Konvensi Hukum Laut 1982 mengenai hak-hak lintas kapal asing di atas menunjukkan dengan jelas, bahwa ketentuan-ketentuan mengenai hak lintas damai memberikan wewenang yang lebih kuat kepada negara pantai dan negara kepulauan dibandingkan dengan hak lintas transit dan hak lintas alur laut kepulauan. Wewenang negara pantai dan negara kepulauan cukup kuat, karena adanya ketentuan yang membolehkan kedua negara tersebut untuk menangguhkan sementara hak lintas damai di bagian-bagian tertentu dari perairannya.  Ketentuan demikian tidak diatur dalam hak lintas alur-alur laut kepulauan dan hak lintas transit.

Konvensi Hukum Laut 1982 juga tidak memuat ketentuan mengenai hak lintas kapal perang asing baik dalam melakukan lintas damai maupun lintas alur-alur laut kepulauan dan lintas transit. Hal ini merupakan kegagalan Konvensi untuk merumuskan ketentuan yang rinci tentang kapal perang asing. Untuk mengisi kekosongan hukum ini, Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes merekomendasikan agar kapal perang asing perlu meminta izin atau paling tidak memberitahukan maksudnya kepada kepada negara pantai untuk melakukan hak-hak lintas tersebut di atas.
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